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Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah perihal 
tentang keberadaan pengadilan hubungan Industrial dalam kaitannya 
menyelesaikan sengketa ketenaga kerjaan dengan mengadakan penelitian pada 
Pengadilan Negeri Medan. Permasalahan yang dibahas  adalah bagaimana upaya 
pemerintah dan perusahaan terhadap PHK Karyawan dan apa yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa PHK sepihak oleh perusahaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah dan 
Perusahaan  dalam menyelesaian sengketa ketenagakerjaan pada pengadilan 
hubungan industrial di Pengadilan Negeri Medan dan untuk mengetahui apa yang 
menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara PHK sepihak di 
pengadilan Negeri Medan. 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan(Library- 
Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan 
yaitu buku-buku, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum pendapat para sarjana dan 
juga bahan-bahan kuliah. Dan juga penelitian lapangan (Field Research) yaitu 
dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan pada 
Pengadilan Negeri Medan bagian Hubungan Industrial dengan mengambil Kasus 
yang  berhubungan dengan judul yaitu tentang sengketa ketenagakerjaan yaitu 
putusan No: 36/G/2014/PHI.Mdn. 

Kesimpulan dalam skripsi ini Dalam hukum ketenagakerjaan dimaksudkan 
untuk terciptanya ketenagakerjaan yang adil karena jika hubungan antara pekerja 
dan pengusaha yang sangat berbeda dengan sosial-ekonomi diserahkan 
sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam 
hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai karena pihak yang kuat akan selalu 
ingin mengusai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan 
melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak 
dan kewajiban para pihak. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu 
perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus mengetahui secara obyektif 
tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusanya dan bukan secara 
apriori menemukan putusannya sedangkan pertimbangannya baru kemudian 
dikonstruir. Peristiwa sebenarnya akan diketahui hakim dalam pembuktian. 
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